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MOTTO

“Hai, orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karema Allah, menjadi saksi dengan adil dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu
untuk tidak berlaku tiidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
dengan kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Alah
Maha Mengetahui apa yang kau kerjakan” ( terjemahan Qs: ALMaidah : 8 )~

*) Drs. H. M. Rifai. A! Quran dan Terjemahannya, Wicaksana, Semarang,
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YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Perkara
No.269/Pid. B/2006/PN Jr),adalah  benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika
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RINGKASAN

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan atau
kekerasan seksual lainnya, semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen
masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang fua,
keluarga, masyarakal, pemerintah maupun negara. Tindak pidana pencabulan ini sulit
diungkap proses pembukfiannya. Sehingga, apakah benar proses pembuktian dalam
Perkara No.269/Pid.B/2006/PN Jr sesuai dengan Pasal 183 KUHAP serta berlakunya
Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta bagaimanakal:
dasar pertimbangan Hakim dalam menjatubkan putusan pidana dalam Perkara
No.269/Pid. B/2006/PN.Ir terhadap pelaku pencabulan seperti sebagaimana yang dituju
oleh Undang-undang No.23 Tahun 2002. Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini
menggunakan metode  pendekatan  yuridis  normatif dan  metode analisanya
menggunakan analisa Preskriptif yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi
didasarkan pada analisa norma-norma dan kaidah hukum yang ada dimasyarakat yang
sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Serta berdasar bahan hukum sekunder yang
diperoleh buku kepustakaan dan literature dan pendapat para ahli hukum.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk memahami
dan mengkaji tentang kebenaran proses pembuktian Perkara No.269/Pid B/2006/PN Jr
telah memenuhi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta
untuk memahami dan mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan
pidana dalam Perkara No.269/Pid.3/2006/PN Jr terhadap pelaku pencabulan seperti
sebagaimana yang dituju oleh Undang-undang No.23 Tahun 2002. Putusan petkara
Nomor: 269/11d. B/2006/PN_Ir, yang memutuskan pelaku pencabulan tersebut dipidana
selama 3 (tiga) tahun penjara, belum mencerminkan adanya upaya perlindungan khusus
terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual meskipun Jaksa Penuntut Umum
(JPU) dan hakim dalam kasus pencabulan tersebut telah memperhatikan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002.

Hal ini berarti JPU dan Hakim mencrapkan asas-asas dalam Hukum Pidana dan

mengaplikasikan berlakunya UU Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus

Xl
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tentang pencabulan terhadap anak. Korban pencabulan dalam perkara Nomor:
269/Pid B/2006/PN Jr, adalah anak di bawah umur, schingga JPU dalam menuntut
terdakwa selain menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP juga dapat
menggunakan ketentuan yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak, karena dalam
UU Perlindungan Anak sudah ada ketentuan dimana seorang pelaku pencabulan dapat
dijatuhi hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya, karena ancaman
pidana yang paling minimum dan besamya denda yang harus dibayar pelaku sudah
ditentukan. Hal ini sanpat berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHP yang belum
ada ancaman pidana minimumnya dan besarnya denda yang harus dibayar oleh pelaku
pencabulan. Sehingga hakim dalam mempertimbangkan pumsmmyﬁ dapat memberikan
pidana yang setimpal dengan perbuatan pelaku dan putusan tersebut dirasakan adil baik
bagi pelaku, korban maupun masyarakat secara umum.

Dengan demikian pembentukan UU Perdindungan Anak sudah mendapatkan
respon positif’ dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap
anak korban dari tindak kejahatan kesusilaan yang terkadang aparal penegak hukum
lalai dalam menerapkan pembuktian dalam perkara pidana, Hal ini sesuai pada asas Lex
Specialis derograt Legi generali, yaitu undang-undang yang bersifat khusus
mengesampingkan  undang-undang  yang bersifat umum. Pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri Jember atas Putusan Perkara No.269/Pid. B/2006/PN Jr adalah tepat
mendasar pada pasal 28 Ul No.23 tahun 2002, Walaupun pada putusannya belum
memberikan efck jera terhadap pelaku dimana korban mengalami penderitaan
psikis. Tetapi dalam proses pembuktiannya sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal
184 KUHAP dan konsekuensi yuridisnya tetap menitik beratkan pemidanaannya pada

terdakwa yang sudah dewasa.

Jurusan/Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

XIti
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BABI1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, memasuki era globalisasi di Indonesia
selama beberapa tahun ini sering terjadi dibcberapa daerah. Hal ini menimbulkan
kekhawatiran atau kecemasan, khususnya orang tua, keluarpga, masyarakat pada
umumnya, pemerintah maupun negara, karena dapat mengancam keselamatan anak
vang dalam berbagai kasus banyak dijadikan sebagai korban seperti perkosaan,
perbuatan cabul, pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kejahatan atam pelanggaran
seksual lainnya. Khususnya dalam tindak pidana pencabulan kebanyakan yang menjadi
korban adalah anak-anak yang belum mencapai lima belas tahun atau belum dewasa.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan
atau kekerasan scksual lainnya, semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen
masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Upaya perlindungan terhadap anak
adalah hal mutlak yang harus dipenuhi, kerena anak merupakan bagian dari harkat dan
martabat sebagai manusia seutuhnya, Untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap
anak, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, agar anak baik secara kelompok
maupun individu mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Dengan disahtkannya
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak {selanjutmya disebut
UU Perlindungan Anak) pada tanggal 22 Oktober 2002, maka semakin lengkaplah
peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan upaya perlindungan
terhadap anak.

Perdindungan hukwm terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang
sebenamya atau dasar pemikiran dari perlindungan anak itu sendiri. Berawal dari lujuan
dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan hakikat serta wujud dari perlindungan
hukum yang sepatutnya diberikan terhadap anak Tujuan dan dasar pemikiran dan
perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewnjudkan

kesejahteraan anak yang pada dasamya merupakan bagian penting dari kesejahteraan
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sosial pada umumnya, Oleh karena itu, anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh
dan berkembang baik fisik, mental dan sosial secara utul, serast, selaras dan seimbang,
serta berhak atas perdindungan dari tindak kekerasan seksual dan diskriminasi serta hak
sipil dan kebebasan.

Putusan perkara Nomor : 269/Pid.B/2006/PN.Jr, vang memutuskan pelaku
pencabulan tersebut dipidana selama 3 (tiga) tahun penjara, belum mencerminkan
adanya upaya perlindungan khusus terhadap anak yvang menjadi korban kekerasan
scksual meskipun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim dalam kasus pencabulan
tersebut telah memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, hal ini berarti
JPU dan Hakim menerapkan asas-asas dalam Hukum Pidana dan mengaplikasikan
berlakunya UU Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus tentang pencabulan
terhadap anak. Dengan demikian pembentukan UU Perlindungan Anak sudah
mendapatkan respon  positif dari aparat pencgak hukum untuk memberikan
perlindungan terhadap anak korban dari tindak kejahatan kesusilaan yang terkadang
aparat penegak hukum lalai dalam menerapkan aturan hukum dalam perkara pidana.

Peran serta masyarakat dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan
perlindungan terhadap anak, dapat dilakukan baik melalui lembaga perlindungan anak,
lembaga keagamaan. lembaga swadaya masyarakat, otpanisasi kemasyarakatan,
organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan
seksual maupun kejahatan kesusilaan, maka pendekatan yang dapat dilakukan tidak
lerbatas pada aspek hukum saja dalam membuktikan terdakwa dihukum sesuai aturan
perundang-undangan, tetapi juga sampai sejauh mana masyarakat, pemerintzh maupun
negara turut ambil bagian dalam upaya perlindungan terhadap anak vang menjadi
korban kekerasan seksual atau kejahatan kesusilaan, dengan adanya peran serta
masyarakat dalam pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap anak,
diharapkan anak benar-benar mendapat perlindungan dari kejahatan kesusilaan atau
kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kasus kekerasan sekual atau kejahatan kesusilan vang tegadi di Indonesia

tampaknya semakin bertambah banyak. Namun demikian, dalam penanganannya seria

‘
ik
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pembuktiannya tidak terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan dalam kenyataannya
korban tindak pidana pencabulan malu atau takut dalam melaporkan pelaku tindak
kejahatan ini, serta pemidanaannya ringan apabila dibandingkan denpgan ancaman
pidananya. Kasus tindak pidana pencabulan  dalam perkara  Nomor
269/Pid B/2006/PN Jr, penjatuhan pidana bagi pelaku pencabulan tersebut menurut
penulis tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku. Dalam hal im1 JPU
menuntut pelaku tindak pidana tersebut sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukaﬁ perbuatan cabul,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan
paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). JPU dalam kasus ini hanya
menuntut pelaku pencabulan dipidana selama 3 (tiga) tahun.

Putusan perkara Nomor : 269/Pid B/2006/PN_Jr. Hakim Pengadilan Negeri
Jember menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun bagi pelaku pencabulan
tersebut. Padahal di dalam UU Perlindungan Anak Pasal 82 san gat jelas bahwa pelaku
pencabulan terhadap anak di bawah umur dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

Putusan hakim yang ringan tersebut, semakin membuktikan kurang adanya
dukungan yang serius dan kepedulian dari aparat penegak hukum baik sccara struktural
maupun fungsional, selain itu masih banyak diperlukan peraturan-peraturan lain yang
berhubungan dengan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual Dalam
upaya perlindunpan terhadap anak korban pencabulan diperfukan Jupa dukungan dari
orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga sosial, pemerintah dan NCEara Secara Serius
terarah dan terpadu yang akan mengarah pada perlindungan terhadap anak yang menjadi
korban pencabulan akan dapat dilaksanakan secara maksimal Tindak pidana pencabulan
merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku biasanya orang yang dekat dengan

korban, memiliki hubungan darah, keluarga, serta tetangga sekitar.
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Permasalahan pada tindak pidana pencabulan ini adalah pada proses
pembuktiannya, karena pada tindak pidana pencabulan agak sulit diungkap hal ini
dikarenakan korban biasanya kenal dengan pelaku dan juga scbaliknya. Pada kasus-
kasus pencabulan yang lain korban biasanya diancam pelaku agar apa yang baru saja
terjadi (pelecehan/pencabulan) tidak diceritakan kepada siapa saja, dan juga korban
dibujuk dengan sesuatu (uang, makanan, minuman atau benda-benda yang disukai anak-
anak). Dan juga biasanya hal yang paling sulit dalam mengunpkap kasus pencabulan
yaitu diperlukan adanya pengakuan dan korban yang biasanya ditutup-tutupi hal i
karena dianggap aib keluarga. Walaupun didalam fakta dikatakan tentang adanya tindak
pidana pencabulan, akan tetapi apabila di dalam proses pmﬁhuktian di dalam
persidangan tidak dapat dibuktikan atau dikarenakan pengakuan oleh terdakwa dan
korban berbeda-beda, maka tindak pidana pencabulan ini akan tidak mudah proses
pembuktiannya didalam persidangan.

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti  tersebut
dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Serta
dalam perkara pidana adanya barang bukti yvaitu barang mengenai mana delik dilakukan
(obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yailu alat yang dipakai
melakukan delik. Barang bukti vang diajukan ke depan sidang pengadilan (pidana}
dapat diperoleh atau berasal dari :obycek delik, alat yang dipakai untuk melakukan delik,
hasil dari delik, barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan
delik yang terjadi. Alat -alat bukti dalam hukum acara pidana mencari kebenaran
materiel vang diluju serta ditentukan undang-undang secara 'limitatif” sesuai pasal 184
KUHAP; alat bukti yang sah meliputi keteranpan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk
dan keterangan terdakwa, dan yang terpenting “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana,
kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya (pasal 183 KUHAP),

Pasal 183 KUHAP menganut teori pembuktian negatif (nepatief bewijstheori)
atau disebut juga pembuktian berdasar undang-undang secara ncgatif (nepatief

wellelijke). Serta mengacu pada Undang-undang No4 tahun 2004 pasal 6 (1); Tidak



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh
undang-undang, pasal ayat (2); Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila
pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan
keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas
perbuatan yang didakwakan atas dirinya

Hal mi terjadi dalam perkara No:269/Pid B2006/PN.Jr. di dalam perkara ini
tertulis lengkap dan jelas tentang adanya tindak pidana pencabulan vang dilakukan
terhadap anak oleh orang dewasa, dimana jaksa penuntut umum membuktikan tentang
tindak pidana pencabulan didalam persidangan dengan tuntutan 4 {empat) tahun
penjara, maka hakim dalam putusannya memutus terdakwa tindak ﬁidana pencabulan
tersebut memakai UU Perindungan Anak dengan putusan penjara selama 3 (tiga) tahun.
Dalam kasus pencabulan tersebut pelaku didakwa dengan Pasal 82 UU No.23 Tahun
2002, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor :8 tahun 1981 (KUHAP).
Berdasarkan pemaparan diatas yang menginspirasi penulis dalam menyasan skripsi
dengan judul "ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN (Perkara No.269/Pid. B/2006/PN_Jr)".

1.2 Rumusan Masalah

Agar penulisan dan pembahasan perkara ini tidak melebar dan menyimpang dari
pembahasan maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup permasalahan. Penulis telah
menentukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun
permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

|. Apakah benar proses pembuktian dalam Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr
sesual dengan Pasal 183 KUHAP serta berlakunya Undang-undang No 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak?

[k

Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam
Perkara No.269/Pid. B/2006/PNJr terthadap pelaku pencabulan seperti
sebagaimana yang dituju oleh Undang-undang No.23 Tahun 20027
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1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I Untuk memahami dan mengkaji tentang kebenaran proses pembuktian Perkara
No.269/Pid B/2006/PN.Ir telah memenuhi Undang-Undang No.23 Tahun 2002
Tentang Perlindunpan Anak,

2 Untuk memahami dan mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan
putusan pidana dalam Perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr terhadap pelaku
pencabulan seperti sebagaimana yang dituju oleh Undang-undang No.23 Tahun
2002.

1.4 Metode Penulisan
1.4.1 Pendekatan Masalah

Analisa untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan,
maka digunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara menelaah
peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi
permasalahan.
1.4.2 Bahan Hukum

Sumber- sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber
penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder
{Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).
a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum autoritatif yang artinva mempunyat
otoritas yaitu peraturan penmndang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marruki,
2005:141).

Maka bahan hukum primer dalam penulisan ini di peroleh dari ;
1. kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
3. Undang-undang No.23 talun 2002 tentang Perlindunpan Anak.
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4. Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Putusan Pengadilan Negeri Perkara No:269/Pid B/2006/PN.Jr).
b.Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yvang berupa semua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jumal hukum dan
komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141 )
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan da!am_pcnyusunan skripsi
ini adalah:
Metode Literatur

Metode literatur digunakan untuk mencari kerangka teoritik dari permasalahan,
serta sebagai sumber dari bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta bahan hukum sckunder yang memberi penjelasan bahwa
hukum primer, misalnya dengan mempelajari beberapa literatur, rancangan undang-
undang (RUU), artikel, karya ilmiah dengan menitikberatkan pada teori-teori yang
berkaitan erat dengan permasalahan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:1 45)
1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini penulis melakukan kajian dan analisis terhadap permasalahan-
permasalahan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode
untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak
didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisis vang diuji dengan
norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas.(Soemitro, 1988:139).
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FAKTA, DASAR HUKEUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak
Oleh Orang Dewasa
Fakta yang diuraikan dalam skripsi ini merupakan kasus yang diambil dari
Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomaor : 269/Pid.B/2006/PN.Jr. Kronologi peristiwa
pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah sebapai berikut
- Terdakwa dalam kasus ini adalah :

Nama - Suri al.P.Kiptiyah Binti Pati;

Tempat lahir : Jember;

Umur/langgal lahir : 37 tahun;

Jems Kelamin : Laki-laki

Kebanpsaan/Suku : Indonesia,

Tempat tinggal : Dsn. Gudang Pinang, Ds. Arjasa, Kec.
Sukowono;

Pekerjaan : Tani;

Apgama ; Islam,

- Korban dalam kasus ini adalah ;

Nama : Ulfatus Zakiyah;

Tempat Lahir : Jember;

Umur/tanggal lahir 2 5 tahun/30 Juni 2000;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan/suku : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn, Krajan. Ds. Sukowono Kec Sukowono;
Pekerjaan : Pelajar TK;

Agama ; Islam.

Keduanya bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Jember.
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Terdakwa Sun al P Kiptiyah binti Pati pada hari dan tangpal serta waktn yang
tidak dapat diingat dengan pasti namun di sekitar tahun 2005, bertempat di dalam kamar
terdakwa yang berada Dsn. Krajan. Ds. Sukowono Kec.Sukowono Kabupaten Jember,
secara berturut-turut dan berulang kali sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut,
bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau patut harus
disangkanya umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa
umumya, bahwa ia belum masanya buat kawin,

Perbuatan cabul itu bermula pada saat saksi Ulfa yang pada waktu itn ada
dirumah terdakwa bersama istrinya sedang bermain bersama-sama didalam kamar
terdakwa dan setelah istrinya keluar, kemudian terdakwa nleu}retﬁhllhj dan berbuat
cabul terhadap ULFA. Kejadian ini terjadi yang pertama kali pada hari tanggal bulan
lupa, tahun 2005 kira-kira sudah 2 (dua) bulan yang lalu setelah kejadian yang kedua,
sekira pukul 07.00 Wib di rumah lepatnya dikamar yang mana ULFA memakai rok,
celana pendek (katok) scdang bermain main bersama dengannya ditempat tidur
kemudian tersangka menyuruh ULFA membuka rok dan dan celana dalamnya dan saat
itu juga tersangka membuka sarungnya sampai telanjang dan posisi tersangka ada di
bawah sedang ULFA diatas dan alat kelaminnva dengan kemaluannya ULFA dipadukan
serta digerak gerakkan keatas kebawah sebanyak 3 (tiga) kali nanmun alat kelaminnya
tidak masuk di kemaluan ULFA melainkan hanya di luar saja. Setelah itu terdakwa dan
saksi ULFA berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada hari
mingpeu tanggal 25 Desember 2005 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berjalan/lewat di
depan rumah ULFA dan telah menganggukkan kepalanya ke arah ULFA kemudian
ULFA menghampirinya sampai di rumahnya kemmudian langsung dibawa masuk
kedalam kamarmya dan saat itu juga menyetubuhi dan berbuat cabul dengan cara ULFA
di suruh naik ke tempat tidur dengan posisi berlutut kemudian terdakwa langsung
menyingkap bajurok dan dan menyuruh saksi membuka celana dalam sampai di atas
lutut dan saat itu juga terdakwa membuka celananya sendiri sampai di lutut lalu
memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi sambil memeluk dan
menggoyang-govangkan pantatnya sampai terdakwa keluar kencing sedikit (air mani)

yang sebelumnya alat kelaminnya di beri ludah dan yang kedua kalinya saksi ditidurkan
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dan kaki saksi di silangkan kemudian terdakwa sambil memeluk dan mencium pipinya
dan saat itu juga alat kelaminnya digesek gesekkan ke sela-sela kedua paha serta
dikemaluan ULFA yang sebelumnya paha saksi di beri handbody oleh terdakwa dan
kemudian membawa ULFA kesungai untuk kencing dan setelah itu ULFA pulang.
Sakst SITI BUYATI yang merupakan ibu dari saksi ULFA melibat saksi Ulfa
dari arah sungai sambil memegang kemaluannya menuju rumah dan sesampainya di
rumah mengatakan Kalau kemaluannya sakit dan saksi SITI BUYATI telah melitat
celana dalamnya basah dan harum baunva dan lalu saksi ULFA mengatakan kalau
kemaluannya telah diaduh dengan terdakwa Suri dengan cara alat kelaminnya (alatya
yang panjang) di kasih ludah, kemudian di masukkan kedala:ﬁ kemaluannya dan
mengatakan telah disetubuhi oleh terdakwa SURI P.KIPTIYAH sudah dua kali, lalu
saksi SITI BUYATI menceritakan kejadian itu kepada saksi JUNAIDI al P.ULFA yaitu
ayah saksi ULFA dan atas hal tersebul Saksi Junaidi merasa keberatan dan mengadukan
hal tersebut kepada pihak berwajib, mengingat usia saksi Ulfa masih berumur 5 tahun
sesual Kutipan Akta Kelahiran No. 400/09/94/2005, yang tertera kelahiran saksi Ulfa
pada tanggal 30 Jumi 2000. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan medis diperoleh
kesimpulan bahwa akibat Pemerkosaan/persetubuhan dan perbuatan cabul vang
dilakukan telah ditemukan pada bagian Selaput Dara : Tidak nampak adanya luka
sampai kedasar, Tidak nampak adanya tanda tanda kekerasan dan DIAGNOSA
keadaan diatas biasanya didapatkan pada wanita yang belum pemah bersetubuh dalam
Visum et Repertum yang dibuat dibawah sumpah jabatan oleh seorang dokter yang
bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah “dr.Soebandi”.
Pengadilan Negeri
Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeni Jember,

membacakan surat dakwaan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
1. Dakwaan kesatu

Terdakwa Suri al. P, Kiptiyah Binti Pati, pada hari minggu tanggal 25 Desember

2005, sekira pkl. 09.00.Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2005,

bertempat di J1.Dsn. Gudang Pinang, Ds, Arjasa, Kec, Sukowono, Kab, Jember, atau

setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
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Penpadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persctubuhan denpannya atau denpan orang
lain, yvang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ... dst.
Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Ne23
tahun 2002.
2. Dakwaan kedua
Terdakwa Suri al P Kiptiyah binti Pati pada waktu dan tempat terscbut dalam
dakwaan Kesatu Primair diatas, bersctubuh dengan perempuan yang bukan istrinya
vang diketahuinya atau patut disangka bahwa umur perempuan tersebut belum cukup
15 tahun kalau tidak nyata berapa umumya, bahwa perempuan ilﬁ belum masa untuk
kawin, yang diakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:. .__dst.
Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP,
3. Kesatu Subsidair
Terdakwa Suri al.P.Kiptivah binti Pati pada waktu dan tempat tersebut dalam
dakwaan Kesatu Primair diatas dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipn muslibat, serangkaian kebohongan atan
menyumuh anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;... _dst.
Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002
4. Atau Kedua Subsidair
Terdakwa Sun al P Kiptiyah binti Pati pada waktu dan tempat tersbut dalam dakwaan
kedua Primair diatas, melakukan perbuatan cabul dengan scseorang, sedang
diketahuwinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang 1tu belum cokup 15
tahun atau kalau tidak nyata berupa umumya, bahwa orang tersebul belum masa buat
kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:.... dst.
Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP.
Setelah persidangan dinyatakan selesai, maka Jaksa Penuntut Umum diberikan
waktu untuk membacakan tuntutannya yang isinya pada pokoknya scbagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Suri al.P_Kiptivah binti Pati terbukti bersalah melakukan

tindak pidana. Dengan sengaja melakukan kekerasan ataw ancaman kekerasan,
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memaksa, melakukan tipu muslihat, seranpkaian kebohongan, atau membujuk
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
sebagaimana diatur dalam pasal 82 Ul No.23 tahun 2002.

2. Memjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sun al.P.Kiptivah bmmi Patt dengan
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam
tahanan,

3. Menetapkan terdakwa Suri al.P Kiptiyah binti Pati untuk membayar denda
sebesar Rp 60.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju/rok warna hijau muda dan
1 (satu) potong cclana dalam wama hijau muda, agar diﬁmnbatikan kepada
pemiliknya yakni saksi Ulfatus Zakivah sedangkan 1 (satu) botol handbody lion
emeron, agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa Suri al.P Kiptiyah binti Pati dibebani membayar
biaya perkara sebesar Rp.1000 «senbu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa, pada akhimya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pencabulan ini memberi putusan
dalam perkara No, 269/Pid B/2006/PN Jr sebagai benikut :

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Suri al P.Kiptiyah binti Pati tersebut, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” PERBUATAN CABUL”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suri al P Kiptivah binti Pati tersebut olch
karenanya dengan pidana penjara/ selama : 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp

60.000.000.- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus

diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan.

3. Menctapkan, bahwa wakiu sclama terdakwa berada dalam tahanan sebelum
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhoyva
dari lamanya pidana tersecbut.

4. Memenntahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
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5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 potong Rok warna hijau muda dan 1 potong
celana dalam warna hijau dikembalikan pada saksi ULFATUS ZAKIYAll
sedang 1 botol handbody Lion emeron segera sesudah sidang selesai/dirampas
untuk dimusanahkan.

6. Membebankan Biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000 -(dua ribu
rupiah).

Petikan putusan dalam perkara Nomor : 269/Pid. B/2006/PN.Jr, tentang
pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Suri, yang terbukti melanggar Pasal 82 UU
No. 23 Tahun 2002, tentang scliap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan
atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, semngkaiaﬂ kebohongan,
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah ) dan
paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah ). JPU dalam kasus ini hanya
menuntut pelaku pencabuan tersebut dipidana penjara selama 4 (empat) tahun, dalam
putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun. Temyata, putusan
hakim tersebut terjadi perbedaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama |

tahun penjara.

2.2 Dasar Hukum

2.2.1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

a. Pasal 63

Ayat (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum,
diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah
vang dikenakan.

b. Pasal 64

Ayat (2) hka antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

dipandang satu perbuatan berlanjut (vorigezettehandeling), maka hanya
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dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang
memuat ancaman pokok vang paling berat.
c. Pasal 285
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita
bersetubuh dengan dia di luar pemikahan, diancam karena melakukan perkosaan,
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
d. Pasal 287
Ayat (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal
diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas
tahun, ataun kalau umumya tidak termyata, bahwa belum mampu kawin,
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Ayat (2) Penuntutan hanva dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita

belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291
dan Pasal 294.

e. Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa sescorang mmtuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan

perbuatan yang menycrang kchormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama

sembilan tahun.

f. Pasal 290

Ayal (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui,
atau sepatutnya harus diduga, bahwa umumya belum lima belas tahun atau
kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;

Avat (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus
diduga baliwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurmya tidak
ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang

lain,
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g. Pasal 293

Ayat (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,

Avat (2)

menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan
penyesalan sengaja menggerakkkan seorang belum cukup wmur dan baik
tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau
selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun.

Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan dar orang yang dilakukan

kejahatan itu terhadapnya,

2.2.2 UU NO 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
a, Pasal 98

Ayat (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan

perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang
lain, maka hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan
untuk mengpabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara

pidana itu.

Ayat (2) Permintaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dapat diajukan

selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-

lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

b. Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yanp sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
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¢. Pasal 184
Avat (1) Alat bukti yang sah ialah
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
¢. Surat;
d. Petunjuk;
e. Kelerangan terdakwa.

Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

d. Pasal 185

Ayat (1) Keterangan saksi sebapai alat bukti jalah apa yang saksi nyatakan di sidang
pengadilan.

Ayat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai
dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Ayat (4) Keterangan beberapa saksi yang berdini sendiri-sendiri tentang suatu kejadian
atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukii yang sah apabila
keterangan saksi itu ada hubunpannya satu dengan yang lain sedemikian rupa,
schingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Avat (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan
merupakan keterangan saksi.

Avat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan
sungguh-sungguh memperhatikan :

a.  Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

b.  Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi
keterangan yang tertentu;

d.  Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya

dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
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Ayat (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai sata dengan yang
lamn, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu scsuai dengan
keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan
alat bukti sah yvang lain,

e, Pasal 186

Keterangan ahli ialah apa yang scorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

f. Pasal 187

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf ¢, dibuat atas sumpah jabatan

atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : !

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum
yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keteranpannya itu.

b. Surat yang dibual menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang
menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatn
hal atau sesuatu keadaan;

¢, Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara
resmu dari padanya;

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubunganya dengan isi dari alat
pembuktian yang lain.

g. Pasal 188

Ayat(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, vang karcna persesuaiannya,
baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu
sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

pelakunya.
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Ayat (2) Petunjuk scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari -
a. keterangan saksi;
b. surat;
¢. keterangan terdakwa.

Ayat (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan
tertentu  dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia
mengadakan pemeriksaan dengan pemuh kecermatan dan keseksamaan
berdasarkan hati nuraninya.

h. Pasal 189 _

Ayat (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang teatang

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Ayat (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan uniuk
membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh
suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan
kepadanya.

Ayat (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinva sendiri.

Ayat {4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah
melakukan perbuatan vang didakwa kepadanya, melainkan harus disertai

dengan alat bukti yang lain.

2.2.3 UU NO 23 tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak

a. Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbul, dan berpartisipasi secara wajar sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan

dan diskniminasi.

b. Pasal 13

Ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun
yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari
perlakuan;
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a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun scksual;
t. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

Ayat (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan
pemberatan hukuman.

c. Pasal 82
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkian kebohongan, atau membujuk anak
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana denpgan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2.2.4 Ul No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

a. Pasal 58

Ayat (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk
kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan
scksual selama dalam pengawasan orang tua atau walinya, atau pihak lain
manapun yang bertanggungjawab atau pengasuhan anak tersebut.

b. Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan

pelecchan  seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbapai  untuk

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
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2.2.5 UU No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

a. Pasal 5

Ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang,

Ayat(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sedcrhana,
cepat, dan biava ringan,

b. Pasal 6

Ayat (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang
ditentukan oleh undang-udang.

Ayat (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila.pengadihu, karena
alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan
bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas
perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

c. Pasal 28

Ayat (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ayal(Z) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dan terdakwa.

2.3 Kerangka Teoritik
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana
A Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang disebut
juga delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Oleh karena KUHP Indonesia
bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama vaitu strafhaar feit atan
tindak pidana, namun tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa vang
sebenarmya maksud dari perkataan strafbaar feit tersebut.

Pakar hukum pidana memberikan pengertian mengenai strafbaar feif, vaitu

antara lamn :
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Van Hamel (Moeljatno, 2000:56), strafbaar feit adalah kelakuan orang (menslijk
gendraging) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang

patut dipidana (stafwanding) dan dilakulkan.

. Jonkers (Prodjohamidjojo, 1997:16), memberikan definisi strafbaar feit dalam

dua pengertian, yakmni

a. Definisi pendek memberikan definisi strafbaar feit adalah kejadian yang dapat
diancam pidana oleh undang-undang.

b. Definisi panjang, maka strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan
hukum berhubung dilakukannya dengan sengaja atau alpa oleh orang yang
dapat di pertanggungjawabkan.

. D. Simons (Sianturi, 1986:205) merumuskan bahwa ; een strafbaar feit adalah

suatu tindakan atau perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh

undang-undang-undang, bertentangan dengan hukum (enrechimatiz) dilakukan

dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Kemudian beliau membagi dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur

obyektif yang berupa kesalahan (schufd) dan kemampuan bertanggung jawab

(toerekenngsvathaar) dari petindak.

Dan pengertian-pengertian starfbaar feit diatas (Hamzah, 1994:86) diperoleh

bahwa :

- Strafhaar feit atau tindak pidana sama dengan perbuatan pidana atau perbuatan
yvang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki cleh hukum,
syarat utama dan adanya suatu tindak pidana bahwa ada aturan yang melarang.

- Delict adalah kelakuan (manusia) yang melawan hukumn yvang dilarang dan
diancam dengan pidana, scbab itu harus dijatuhi pidana dimana kelakuan
manusia tersebut mencocoki rumusan ketentuan dalam undang-undang yang
bersangkutan.

- Penstiwa pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan
hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang bersalah dan

orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.
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B. Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggung jawaban pidana.

Sescorang dapat dipidana atau tidak tergantung pada perbuatan orang tersebut

mengandung kesalahan atau tidak, Kesalahan merupakan masalah pertanggung jawaban

pidana, sescorang yang melakukan kesalahan dilihat dari norma masyarakat dan

peraturan perundang-undangan yang dilanggar (Hamzah, 1991:81), sescorang dapat

dipidana tergantung pada dua hal vaitu :

L.

Harus ada perbuatan yang bertentangan denpan hukum atau dengan kata lain harus

ada unsur melawan hukum.

2. Terhadap pelakunya harus ada unsur kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga
perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut beberapa ahli adalah scbagai
berikut:

@  Menurut Van Hamel (Waluyadi, 2000:127), pertanggungjawaban pidana adalah
suatu keadaan normal dan kematanpan psikis yvang membawa tipa macam
kemampuan untuk:

. Memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri;

2. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan dan dilarang oleh
masyarakat;

3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu tidak dilarang
oleh masyarakat mengandung arti kemampuan atau kecakapan.

b. Menurut Kartanegara,  (Prodjohamidjojo, 1997:.34)  sescorang  dapat

dipertanggungjawabkan jika:
. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa ia dapat mengerti atau tahu akan
nilai dari perbuatannya itu, juga akan mengerti akibatnya;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia dapal menentukan
kehendalmya atas perbuatan yang dilakukan;
3, Orang itu harus sadar, insyaf’ bahwa perbuatan yang dilakukan adalah
perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan oleh hukum, masyarakat

maupun tata susila,
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¢. Menurut D.Simons (Prodjohamidjojo, 1997:33) menyatakan:

Pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu keadaan psikis sedemikian
rupa sehingga pembuat atau pelaku mampu untuk menginsvafi atau mengetahui bahwa
perbuatannya adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsyafannya ity mampu
menentukan kehendaknya.

Menurut Moeljatno (2000:158) dari pengertian tersebut dapat disimpulkan
bahwa untuk adanya kesalahan harus ada dua hal disamping melakukan perbuatan
pidana yakni:

4, Adanya hubungan tertentu antara keadaan psikis tersebut:

b. Dengan perbuatan yang dilakukan sehinpga ia fnengetahm adanya
keadaan psikis (batin) tertentu, dan bahwa perbuatannya tersebut
melanggar hukum.

Perbuatan pidana harus menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan
dengan suatu pidana, hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum
pidana, yakni “tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan” (geen sraf zonder
schuld atau Actus non facit reum nisi mens sit rea). Dalam hal kesalahan, Moeljatno
{2000:164) menyebutkan seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan apabila :

Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);

a
b. Pelaku harus mampu bertanggung jawab;

o

Mempunyai suatu bentuk kesalahan vang berupa kesengajaan atau kealpaan.

P

Tidak adanya alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menurut Moeljatno  (1993:154) mengenai kemampuan seseorang dalam
mempertangungjawabkan perbuatannya adalah keadaan batin orang yang melakukan
perbuatan adalah merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab ini adalah dasar
yang penting untuk adanya kesalahan, sebab keadaan jiwa terdakwa harus dikatakan
sehat dan normal. Hanya terdapat orang-orang yang keadaan jiwanya normal saja, dapat
diharapkan mampu mengatur tingkah laku sesuai dengan pola yang diangap baik dalam

masyarakat.
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2.3.2 Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui
pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dalam hal pembuktian ini hakim perlu
memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, Kepentingan
masyarakat berarti, bahwa sescorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP)
atau Undang-undang pidana lainnya, harus dapat hukuman vang setimpal dengan
kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus
diperlakukan secara adil sedemikian rupa, schingga tidak ada seorang yang tidak
bersalah mendapat hukuman. Atau kalau memang ia bersalah jangan sampai mendapat
hukuman yang terlalu berat. Tetapi hukuman itu harus seimbang déngan kesalahannya.
Socrates permah mengungkapkan, bahwa lebih baik melepaskan seribu orang penjahat
dari pada menghukum orang yang tidak bersalah.

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti terscbut
dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.
Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang
mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam
pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan
hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari sasangka dan Lili
Rosita, 2003:10). Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan
yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini
Hak Asasi Manusia ({{uman Right) yang dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya seseorang
yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwa berdasarkan alat
bukti yang sah disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah hukum acara
pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara
perdata yang cukup dengan kebenaran formil. Dalam hal ini mencari kebenaran materiil
itu tidak mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut Undang-undang sangat relatif,
Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif Kesaksian yang
diberikan pada manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi,
penyaksian suatu peristwa yang baru terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-
beda(Andi Hamzah, 2001:246). Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat bahwa
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alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena dialah
yang mengalami peristiwa tersebut, diusahakan memperoleh pengakuan terdakwa
terscbut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim vang meyakini
ditemukannya kebenaran materiil itu ( Andi Hamzah, 2001:246). Jadi pembuktian adalah
untuk mengetahui benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa.

Menurut W.J.5. Poerwadarminta, 1984; 160-61) pembuktian adalah perbuatan
(hal dan sebagainya) membuktikan. Arti pembuktian lain menurut pendapat ahli hukum
vang sekaligus praktisi (M.Yahya Harahap, SH.1985: 763-764), secara garis besar arti
pembuktian, antara lain : j

a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencar dan
mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau
penasthat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian
alat bukti yang ditentukan undang-undang.

b. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan
dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan
undang-undang secara "Limitatif”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
184 KUHAP.

Alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang secara Limitatil’ berdasar
Pasal 184 KUHAP antara lain: Alat-alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
a. Keterangan saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang dimaksud :"keterangan saksi” adalah salah satu
alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan
menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Mengenai siapa yang dapat disebut scbagai
saksi, pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan”orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan tentang suatu perkara pidana

yang 1a dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”
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b. Keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan sebagai “keterangan yang diberikan oleh

seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

¢. Surat

Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat seperti dimaksud oleh pasal 184 ayat

(1) huruf ¢ diatur dalam pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat

sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Surat-surat yang dimaksud adalah:

L.

lad

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum
yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang
kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri,
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.(akta autentik/
authentieke akten), contohnya akta notaris.

Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang
menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu
hal atau sesuatu keadaan{BAP, putusan pengadilan, sertifikasi tanah dan

sebagainya).

. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara

resmi daripadanya (misalnya visum et repertum yang dibuat dokter).

- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat

pembuktian yang lain (misalnya surat-surat di bawah tangan yang ada

hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

¢, Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) merumuskan:“perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana

itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.
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Jika dikaitkan denpan pasal 188 ayat (2) dan ayat (3) petunjuk ini merupakan suatu
konstruksi tentang:

- perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;

- karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa
dengan tindak pidana yang terjadi;

- berdasar penilaian oleh hakim.

Jadi pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk adalah Hakim.
e. Keterangan terdakwa

a. Pasal 1 butir 15 KUHAP menyebutkan, terdakwa adalah seorang tersangka yang
dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

b. Pasal 189 avat (1) KUHAP menyatakan :"Keterangan terdakwa ialah apa yang
terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan vang ia lakukan atau yang ia
ketahui sendiri atau alami sendiri.

Teon pembuktian :

1. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif (posifif wettelijke
Bewijstheorie).

2. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim (conviction intime).

3. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis (La
conviction raisonee).

4. Sistem pembuktian berdasar undang-udang secara negatif (negatief weittelifke).

2.3.3 Pengertian Pencabulan dan Unsur-unsurnya

Tindak pidana pencabulan di dalam KUHP tidak disebutkan secara tegas.
Disamping itu, definisi dari pencabulan tidak disebutkan didalam KUHP. Pengertian
pencabulan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), diartikan dengan keji dan
kotor (melanggar kesusilaan), berbuat tidak senonoh (melanggar kesusilaan perempuan-
perempuan lacur).(Poerwadarminta, 1976 :176).

Pengertian pencabulan menurut R. Soesilo (1988:212) adalah segala perbuatan

vang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam
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lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: ciuman, meraba-raba anggota kemaluan,
meraba-raba buah dada dan sebagainya termasuk pula persetubuhan,

Menurut R.Soesilo tentang pencabulan yang mana persetubuhan yang mana
persetubuhan masuk ke dalam tindak pidan pencabulan. Didukung oleh pendapat
Njowito Hamdani bersama Suharjo (1997:95) yang memberikan batasan bahwa
pencabulan adalah suatu tindakan atau tontonan yang sengaja dilakukan untuk
membangkitkan nafsu birahi atau scksual, termasuk pula persetubuhan,

Menurut Mohammad Anwar (1986:231) bahwa pencabulan adalah semua yang
melanggar kesopanan atau kesusilaan, setiap perbuatan terhadap badan atau dengan
badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopal{all_ Sehingga jelas
bahwa pencabulan adalah sama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar
kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan di luar persetubuhan di luar
perkawinan,

Berdasar  Pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang
dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi termasuk persetubuhan. Oleh karena itu,
dapat dikatakan bahwa pencabulan adalah awal terjadinya persetubuhan, asalkan
persetubuhan tersebut tidak dilakukan dengan paksaan.

Pencabulan dikatakan sebagai awal terjadinya persetubuhan karena sebelum
pelaku pencabulan tersebut melakukan aksinya, ia terlebih dahulu mengadakan
rangsangan-rangsangan kepada korbannya. Rangsangan tersebut dapat berupa mencium
pipi atau tubuh lainnya, meraba-raba buah dada, meraba-raba anggota kemaluan dari
korban. Pencabulan ini dianggap selesai apabila unsur-unsur yang terkandung dalam
pencabulan telah dilaksanakan oleh pelaku. Jika pelaku meneruskan perbuatannya
sampai sedemikian rupa yang dalam hal ini disebut persetubuhan, maka menurut
Lamintang (1990:201) memberikan pengertian tentang melanggar kesusilaan adalah
juga perbuatan melakukan persetubuhan di luar perkawinan. Sejauh ketentuan ini
menetapkan sebagai perbuatan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang telah

berusia dua belas tahun tetapi belum mencapai lima belas tahun sebagai perbuatan vang
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dapat dimasukkan ke dalam pengertian pencabulan, asalkan unsur-unsur yang terdapat
dalam perbuatan pencabulan harus terpenuhi.
Unsur-unsur Pencabulan

Unsur-unsur Pencabulan yang diatur dalam Pasal 293 ayat (KUHP adalah

sebagai berikut :
1. Unsur Subyektif :

a. yangia ketahui,

b. yang sepantasnya harus ia duga.
2. Unsur Obyektif :

Barangsiapa,

a. Memberi atau menjanjikan vang atau barang;

b. Dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan
baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul dengan dia.

Pelaku dapat dikatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subyektif yang
tersebut di atas, jika penuntut umum atau hakim harus dapat membuktikan, bahwa
pelaku memang mengetahui atau dapat menduga bahwa laki-laki yang mengadakan
hubungan dengan perempuan di luar pernikahan, dan belum mencapai usia lima belas
tahun atau belum dapat dinikahi. Jika pengetahuan atau dugaan pelaku tersebut ternyata
tidak dapat dibuktikan di sidang pengadilan maka hakim akan membenkan putusan
bebas bag pelaku.

Unsur Obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1)
KUHP ialah unsur barang siapa, kata barangsiapa itu menunjukkan setiap orang yang
merupakan subyek hukum yang diakui oleh undang-undang, dengan segala tingkah
lakunya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya secara hukum dan apabila orang
tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 atau
(1), maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur Obyektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1)
ialah unsur memberi atau menjanjikan uang atau barang. Untuk terpenuhinya unsur i

pelaku dalam melakukan perbuatan pencabulan itu didahului dengan membenkan atau
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menjanjikan uang atau barang untuk korban, sehingga korban mau dan menuruti semua
yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Unsur ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1) ialah
dengan penyesatan sengaja menggerakkan scorang belum cukup umur dan baik tingkah
lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia.
Dalam unsur ketiga ini pelaku dalam melakukan perbuatannya terlebth dahulu
membujuk atay memberikan janji-janji kepada korban yang belum cukup umur dan
tingkah lakunya, sehingga pelaku dapat melakukan perbuatan cabul itu kepada korban.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHF, Undang-undang
telah menentukan bahwa pelaku dari tindak pidana yang di atur dalam Pasal 293 ayat
(2) KUHP itu, tidak akan dituntut kecuali jika ada pengaduan. Oleh karena im, Pasal
293 disebut sebagai delik aduan, apabila persetubuhan dilakukan dengan wanita yang
belum berusia 12 tahun (belum dewasa) atau belum cakap dalam hukum, dan tidak
mengakibatkan luka parah atau mati.

Persetubuhan yang dilakukan itu tidak ada paksaan seperti yang diatur dalam
Pasal 293 KUHP, maka pelaku baru dapat dtuntut di muka sidang pengadilan apabila
ada pengaduan dari pihak korban kecuah apabila korban belum berumur dua belas
tahun, bahwa tanpa pengaduan dari pihak korban pelaku sudah dapat diajukan ke muka
pengadilan,

Pengaduan atas tindak pidana pencabulan oleh undang-undang diberi wakiu
enam bulan, sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Dalam tempo
sembilan bulan apabila pengadu bertempat tinggal di lvar negara Indonesia. Pengaduan
dapat ditarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah penpaduan dikirim ke penyidik
atau berkas perkaranva telah di tangan JPL,

2.3.4 Pengertian Anak Di bawah Umur
Anak dalam hukum positif kita berarti bersifat pluralisme, ini sebagai akibat
tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri.  Sebagai

pertimbangan dalam analisis, di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian anak
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menurut Darwin Prinst (1997:2) didasarkan pada undang-undang vang ada atau para

sarjana adalah sebagai berikut -
1, UU Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Anak adalah setiap manusia yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas)
tahun dan belum menikah, termasuk anak vang masih dalam kandungan, apabila hal
tersebut adalah demi kepentingannya.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum
berumur 16 (enam belas) tahun. Olch karena itu, apabila ia tersanghut dalam perkara
pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada
orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman
atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah denpan tidak dikenakan
sesuatu hukuman, Ketentuan pasal 4546, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan
dengan lahimya UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

Dalam KUHP terdapat beberapa macam kriteria wanita yang dapat dikatakan
belum dewasa atau dengan kata lain anak (wanita) di bawah umur. Macam-macam dan
kriteria wanita tersebut adalah sebagai berikut:

a. Batasan anak vang dapat dikatakan di bawah umur menurut Pasal 287 ayat (1)
KUHP adalah umurnya belum cukup lima belas tahun atau apabila tidak dapat
diketahw berapa usianya maka wanita itu merupakan scorang yang belum dapat
dinikahi ;

b. Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (diatur dalam Pasal 288 (2)
KUHP).

¢. Wanita yang belum dapat dinikahi (diatur dalam Pasal 288 (2) KUI iP).

4. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan
Menurut Pasal 7 ayat (1) undang-undang Pokok Perkawinan menyatakan

seorang laki-laki hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 {sembilan belas)
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tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat

dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Dalam praktek terdapat kesulitan menentukan usia, karena tidak semua orang
mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir, akibatnya dalam menentukan usia,
diperlukan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah, Oleh
karena itu, kadang terdapat kejanggalan, anak berbadan besar lengkap dengan kumis
dan jenggotnya tapi menurut keterangan usia masih muda, malahan ada kalanya orang
yang terlibat kasus pidana membuat keterangan masih anak-anak sementara usia sudah
dewasa dan sudah kawin.

Pelanggaran dalam kasus-kasus mempekerjakan buruh anak juga leﬁadi, misalnya anak

usia 12 (dua belas) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun. Sementara ciri-ciri lahiriah

seperti ukuran badan, buah dada, dan lain-lain jelas ia masih anak-anak.

5. UU Penpadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak Pasal | avat (2) merumuskan, bahwa anak
adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi
usia anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas)
tahun dan belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan
ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang tenkat dalam
perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah
dewasa, walaupun umumya belum genap (delapan belas) tahun.

6. Menurut petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6. Tahun 1971,
mengenai kenakalan remaja menentukan batas umur yaitu anak yang masih berusia
antara 12 (dua belas) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun dan batas umur atas yaitu
anak-anak yang berusia antara 17 (tujuh belas) tahun sampai 18 (delapan belas)
tahun,

7. Menurut Poerwadarminta (1976:36) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia anak
dibawah umur adalah manusia yang masih kecil yang baru berusia 6 (enam) tahun.

Jadi pengertian anak dibawah umur adalah manusia yang umurnya belum cukup
dikatakan dewasa,
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KUHP mengatur umur anak sebagai korban tindak pidana adalah belum genap
berusia 15(lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 285, 287, 290, 253,
294, 295, 297 dan lain-lainnya. Pasal-pasal tidak mengkuahfikasikannya sebagai tindak
pidana, apabila dilakukan dengan terhadap/orang dewasa, akan tetapi sebaliknya
menjadi tndak pidana karena dilakukan dengan/terhadap anak vang belum berusia 15
(litna belas) tahun.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik pengertian, bahwa batasan
mengenal wnur anak dalam tata hukum Indonesia masih terdapat banyak perbedaan
bergantung pada tujuan pembentukan undang-undang tersebut, sehingga pembatasan
umur anak guna penulisan skripsi ini penulis menggunakan dasar Undang-undang
Perlindungan Anak.

2.3.5 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap
anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannva. Adapun perlindungan anak merupakan
merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian
perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bemegara dan
bermasyarakat menurut Arief Gosita (dalam Dellyana, 1988:18)

Menurut Arief Gosita (dalam Dellyana, 1988:19), perlindungan anak harus
tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bemegara dan
bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan pedindungan maka setiap anggota
masyarakat dengan kerjasama pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi
perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagan Wdang
kchidupan. Jadi perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangiman nasional.
Melindungi anak adalah melindungi manusia yang berarti membangun manusia
seutuhnya, jadi mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan membangun
manusia seutuhnya dan tidak memantapkan pembangunan nasional.

Usaha perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional sudah dimulai sejak
deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak dan Terakhir Konvensi Hak Anak
fconvention of the Right of the child) tahun 1989 yang kemudian dituangkan dalam
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Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989, Konvensi ini berisi tentang
penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara dan peran serta berbagai pihak
(negara, masyarakat dan swasta) dalam menjamin perlindungan hak-hak anak.

Ditinjau secara garis besar dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan

dalam dua pengertian yaitu

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:

a. bidang hukum publik;

b. bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi

a. bidang sosial;

b. bidang kesehatan;

¢. bidang pendidikan;

d. bidang keamanan (Abintoro Prakoso, 2005:4).

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menvangkut semua aturan
hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan scorang anak. Dalam
seminar perlindungan anak yang diadakan "Pra Yuana” (Abintoro prakoso, 2005:4-5),
pada tahun 1997 terdapat dua ramusan tentang perlindungan anak vaitu
1. Sepala daya upaya yang dilakukan sccara sadar oleh setiap orang maupun lembaga

pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan keamanan, penguasaan dan
pemenuhan kesejahteraan fisik, mental sosial anak dan remaja yang sesuai denpan
kepentingan hak asasinya;

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarpa,
masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan
pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah
anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi
manusia dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya secara seoptimal
mungkin.

Perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban kejahatan
dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan dengan

mengusahakan pencegahan terjadinya korban serta pengambilan tindakan pemberian
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bantuan, pendampingan kepada para korban dalam penyelesaian permasalahan dengan

usaha-usaha yang dapat dilakukan yaitu

1.

Memberikan bantuan dan mendampingi pihak korban dalam mengatasi
permasalahan  bersama lembaga-lembaga sosial, instansi yang berkaitan.
Misalnya petugas pelayanan terhadap anak korban kejahatan mendampingi
pihak anak atau pihak anak sebagai korban melapor ke polisi, mencan bantuan
medis  pertama, meminta bantuan hukum, membantu mengusahakan
pengamanan Korban, menghubungi orang tua, keluarganya, guru  dan
sebagainya; ]

Mendampingi atau mengusahakan pendampingan bersama oleh orang Jain untuk
para korban atau calon korban:

Memberikan bantuan pertama materiil (keperluan primer};

Mengembangkan kegiatan lain yang dapat mendukung pemberian pelayanan
kepada para korban bersama-sama dengan badan pemerintah maupun non
pemerintah;

Membantu memberikan informasi dan bimbingan kepada anggota masyarakat
untuk memberikan motivasi serta partisipasi dalam pelayanan terhadap anak

korban kejahatan sesuai dengan kemampuan (Arief Gosita, 1993:244).
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BABIV {h e ——
L& ML UPT PERPUSTAAAN

KESIMPULAN DAN UNIVERSITAS JEMBER

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyimpulkan :

L.

Proses pembuktian dalam perkara pidana sudah tepat yaitu dalam hukum acara
pidana tiada lain memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran yaitu kebenaran
materiil, dalam mewujudkannya pelaksana peradilan terikat kepada alat-alat
bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh
perundang-undangan yang berlaku. Bagi hakim dipergllnakan untuk menilai
kebenaran dakwaan penuntut umum dan pembelaan terdakwa schingga hakim
dapat memperoleh atau tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa,
sebagai dasar membuat putusan (vonis), Tindakan hukum dari Majelis Hakim
yang pada putusan perkara No.269/Pid.B/2006/PN.Jr ini hakim dalam
pembuktiannya sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Putusan hakim berdasar pada
Pasal 183 KUHAP, ditentukannya dasar keyakinan hakim adalah minimal 2
{(dua) alat bukti yang sah. Mendasar pada UU No.23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak hal ini sesuai dengan asas Lex Specialis derograt Legi
Grenerali yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-
undang yang bersifat umum. Konsckuensi yuridisnya sejak awal pemuntutan,
pemenksaan dan putusan sesuai KUHAP dan UU No.23 tahun 2002.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.269/Pid B/2006/PN Jr, sesuai
dengan Undang-undang No4 tahun 2004 tentang kekuasaan kchakiman pada
pasal 28 ayat (1),” hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat™, ayat
(2)"Dalam mempertimbangkan berat rngannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”, selain itu hakim
dalam hal ini harus tetap memandang bahwa ketentuan pasal-pasal dalam
KUHP, yang dipakai JPU sebagai pedoman untuk menjerat terdakwa merupakan
hukum positif yang masih berlaku, walaupun sudah ada peraturan perundang-
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undangan lain yang mengatur sccara khusus, tetapi dalam pertimbangan
putusannya hakim dapat berpedoman sesuai dengan ketentuan yang ada dalam
JU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4.2 Saran

I. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku
pencabulan, juga tidak mengabaikan hak-hak anak sebagai korban pencabulan
yang scharusnya mendapat perlindungan secara memadai.

2. Di Indonesia masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang kurang
jelas dan mempunyai makna yang banyak hingga dapat menimbulkan penafsiran
yang berbeda-beda. Untuk itu diharapkan dibentuk suatu aturan yang benar-
benar baik dengan diberi penjelasan yang sesuai tanpa mengurangi maksud dan

tujuan,
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A.

“UNTUK KEADILAN® P-29

__ SURAT DAKWAAN - -
Ho. Rag. Perk : PDM-33 JJIMBER/02/2006

IDENTITAS TEP.DAKWA :

Nama Lengkap ;" SURIAL F)KEPTI‘I“AH BINTI PATY
Tempat Lahir © 1 Jembaer C et
Umur | tanggal tahir : 37 tabun
Jenis Ketamin . LakHaki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal ! Dan. Gudang pinang, Ds. Arjasa, Kec. Sukowono, Kab, —
Jember i
Agarna 1 slam
Pekarjaan : Tani V
Pendidikan po-
. PENA[IANAH :
Ditahan penyidik :  Tanggal 27-12-2005 s/d 07-02-2006
Ditshan P.U, . Tanggal 08-02-2006 s/d 27-02-2006
Perpenjangan PN Jember :  Tanggal 28-02-2006 s/d 29-03-2006
DAKWAA :

KESATU PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUR! AL P.KIPTIYAH BINT! PATI pada hari minggu tanggal 25
Desember 2005, sekira pkl. 09.00Wib. stau pada waklu lain dalam bulan Desember 2005,
bertempst di JL Dsn. Gudang Finang, Dss, Arjasa, Kec, Sukowono, Kab. Jember, alau srlidak-
tidaknya disuatu ternpat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadian MNegen
Jember, dengan sengaja melakukan kekerasan alau ancaman kekerasan memaksad anuk
melakukan persetubuhan dengannya alau dengan orang lain, yang dilakukan terda<wa dengan
cara sebayai berikul - — e

. Pada awanya saksi korban ULFATUS ZAKIYAL! sedang bermain didepan rumahnya tiba-tiba
korban cipanggh oleh terdakwa sambil melambaikan langannya, selanjutnya ko-ban
mendaiangi terdakwa dan menanyakan ada apa, kemudian korban dibawakerumah lerdakwa
dan langsung menyingkap baju dan membuka celana dalam korban sampaj distas utul,
kemudian terdakwa memasukkan slst kelamin nya kedalam kemaluan saksi korban sambil
memeiuk dan menggoyang-goyangkan paniatnya sampai lerdakwa mengeluarkan aii mani
yang sebealurnnya alat kalamin diberi ludah dan kemudian korban ditidurkan dan kaki korban
distangkan kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke sela-sela kedua
paha korban yang sebelumnya diberi hand body oleh terdakwe, Setelah ilu korban dibawa
kesungai untuk kencing dan saal itu juga lerdakwa mengajak korban beli jagung namun
korban tidak mau dan langsung pulang, setanjutnya korban diberitahw olsh terdakwa kalau ada
ibu kemu jangan bilang-bilang, selanjulnya karban mau kencing terzsa sakit pads
kemaluannya, kemudian koerban memberitahu pada ibunya kalau la telah disetubuhi oleb
terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagalmana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat {1)
UL No 22 tahun 2002

KEDU :

Batrwa terdakwa SURI AL P.KIPTIYAH BINTI PAT! pada waktu dan tempat terselut dalam
dakwaan Kessiu Prmair diatas, bevsetubuh dengan perempuan yang bukan lstinya yang
diketahuinya atau patul disangka bahwa umur perempuan tersebut belum cukup 15 tahun kalau
tidak myata betepa umumy2, bahwa perempuan tu belum masa untuk kawin, yang dilakukan
terdakwa dengsn cama sebagai barkut : —
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. Pads uwainya saksi korban ULFATUS ZAKIYAH sedang bermain didepan rurnahnys tiba-ita
korban dipanggh oleh terdakwa sambi melambaikan tangannya, selanjulnya  kerban

- mendatangi lerdakwa dan mananyakan ada apa, kemudian karban dibawa %erimsh
terdakwa dan langsung menyingkap baju dan membuka celana dalam karban sampal diatas
liut, kemudian tercakwa memasukkan alat ketamin nya kedalam kemaluan saksi korban
gambil mamehuk dan manggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan air
mani yang sebalumnya elet kelamin diber ludah dan kemudian korban diidurkan dan kaki
korban distangkan keraudian terdakwa menggasek-gesekkan alat kelaminnya ke sala-sela
kedua paha korban yang sabelumnya diber hand body oleh terdakwa. Setelah itu korban
dibaws kesungai untuk kencing dan saal ftu juga terdakwa mengajak korban bell jagung
namun korban tidak mau dan langsung pulang, saelanjutnya korban diberitahu oleh terdakwa
kalau ada ibu kamu jangan bilang-bilang, selanjutnya korban mau kencing lerasa sakit pada
kemaluannyz, kemutian korban membertahu pada ibunya kalau ia telah diselubuhi gieh
terdakvrs

Parbusatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pldana dalam pasal 287 ayat
{1) KUHP,

Bahwa terdakwa SURI AL P.KIPTIYAH BINT! PAT!I pada wakiu dan tempat tersebul
dalam dakwasn Kesatu Primair diatas dengan enagaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerassn, memaksa, melakukan tipe musalihat, serangkaian kebohongan atau menyuruh anak
melakukan atau membiarkan dilakukan perbustan cabul, yang dilakukan ierdakwa dengan cara
sebagai beriku

. Pada awanya saksi korban ULFATUS ZAKIYAH sedang bermain didepan nunahnya tiba-tiba
korpan dipanggl oleh tlerdakwsa sambii melambaikan langannya, selanjulnyz karban
mendatangl terdakwa dan menanyakan ada apa, kemudian korban dibewakerumah teplakwa
dan langsung menyingkap baju dan membuka ce'ana dalem korban sampai distas luut,
kamudian tergakwe remasukkan alat kelamin nya kedalam kemaluan saksi korban sambil
memetuk dan menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeiuarkan air mari

yang sabslumnya alat kelamin diber ludah dan kemudian korban difidurkan dan kaki korban *

distangkan kemudian tardalwa menggesek-gesekkan alal kelaminnya ke sela-sela hedua
paha korban yanj sebelumnya diberi hand body olah terdakwa. Setelah it korban dibawa
kesungal umiuk kenzing dan saat #u juga terdakwa mengajak korban beli jagung namun
kotben tidek mau dan langsung pulang, selanjutnya korban diberttahu oleh tardakws kalau ada
jbu kamu jangan bilang-biang, gelanjulnya 'korban mau kencing terasa sakit pada
kemeluannya, kemudian korban membertahu pada ibunya kalau ia telah disatubuhl oleh
terdalkywa ;

Porbuetan tordzkwa sebagaimana diatur dan dlancam gidana dalam pasal 82 UU Neo
23 tahun 20062.

ATAU
EDA; iR

Buhwa terdakwa SUR! AL P KIPTIYAH BINT| PAT! pada wakiu can lompat tersabud
dalam dakwaan Kedua Primair digias, melakukan perbuatan cabul dengarn seseorang, sedang
diketahuinya atal patut harus disangkanya, pahwa umur orang ftu belum cukvp 15 tahun atau
kalau fidak nyata berapa umumya, bahwa orang tersebut belum masa buat kawin, yang dilakukan
ierdakwa dengun cara sabagai berilud - —

. Pada awslnya eaksi korban ULFATUS ZAKIYAH sedang bermain didepun rumahnya tiba-tba
korban dipanggil oleh terdakwa gambil melambaikan ~iangannya, selanjuinya korban
inendateng terdakwa dan menanyakan ada epa, kemudian korban dibawakerumah lerdakwa
dan langsung menyingkap baju dan membuka celana dalam korban eampa diglas lutut,
kamudian tortiakwa mamasukkan alat kelamin nya kedalam karmaluan saksi korban sambil

memefuk gan menggoyang-goyangkan pantatnya sampal lerdakwa mengeluarkan aif mani
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————————— T

3

yang sebelumnya aiat kelamin diberi judah dan kemudian korban ditidurkan dan kaki korban

dislangkan kemudien lerdakwa menggesek-gosekkan alat keiaminnya ke sela-geia redua
paha Kkorban yarig sebsiumnya diberi hand body oleh terdakwa. Setelah itu korban dibawa
kesungei untuk kencing dan saat itu juga terdakwa mengaiek korban beli jagung namun
korban tidak mau dan langsung putang, seianjutnya korban diberitahu oleh terdakwa kalau ada
ibu kamu jangan blang-bilang, selanjutnya kerban mau kencing terasa sakit pada

kemaluannya, kemudian korhan membertahu pada ibunya kelau ia telah disetubuhi nlah
terdakwe

Perbustan terdekwa sebagaimana diatur dan diancam pidana datam pasal 290 ke-2

WILHELMINA MANUHUTL, SH.
Alun Jaksa Nip. 230025737

N
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3 Saked JUNAID ol 12 ULEA, di bownh sumpah dipersidanpgan pada pokokeya memerm:ian ©

H - Babwa pada hac Mirgpn tanggal 23 Desember 2005 schire pukul 1930 Wik s
diberitahu vleh kukaknya yakni saksi SATUN all T NUR babwa anakess v
LLEATUS mAivall o b disetububid dicabul ofeh tevdabwn don san fu qugs soks meians s
hal tersebut heopadu winnya yakai sakst SUTT BUYATT all 130 UL dan hial terss bot divenasts
plel e sabsi sembard menjelaskan balwa persetububan? pencabulan vace dilakui
fardakws  oenunad keterapgan cabsi ULFEATUS ZARIY A dilakvkan dengaa eom benslan
terdnkwn yang pajang diberi Indah fala dimasubkon be dalom lubang kemalian savs L0F
FARINAL den perbuatan tavsebui sudoh erdakwa Jakukan sebanyak 2 (duz) kall visosi
pechuutan peitama sudah dulu dilakukan terdakwa.
Adlas keteranpan saks terdakowa membenarkamnvn,

I Saksi SATUMN al, 17 MUK, di bavwah sumpah dipersidangon pada pokosnya meneraagka.

- Bahwa pada bas Minggu ranggal 25 Desember 2003 sekira pukul 1930 Wb, sakei v

adiknyn vakni saksi SITI BUYATI o, B. UL menangis yangmasa pada saal v ok
LHLEATUS 24K YA, upa ada dan setelah saksi menpelaskan baowa pada paon Baresa el
09,00 Wil volnd saet sakst ULFATUS AARIYANL Genvam dio rcomaby terdaboen, savs U0
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Jisetubuly oleh  terdakws  schingon  saksi ULTATLS  ZARKIYAH e

selanghangannya,
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Rt
olzh ferdalwa sefaniutnya saksi ULFATUS ZARIYAL menghampin terds s v
selunjulnyd  Lerdakws mengajub saks: ULEATUS ZAKIVAL msul e sl Yioen
terdakoaa lalu saksi ULFATUS ZAKIY Al disuruh Berlutut di atas tfempat 6 oo Ty
tewdakwn derpan herkatn bnke OF colane dafamye o dfindy, i
menvurul sakise ULFATUS ZAKIY A agar membuka celang galam il
kemmdian  tedakwag menvingkap baju saksi ULFATUS 201y Al sk selinn
memasuliian alat kelaminnva ke seluseln paha sakst ULFATUS ZANIY 0 v
dibesi hembodi Eemudisa salsi ULFATLS LAKIYAM oleh terdakws datuk ol
dictumi pipinya can saal itu juga terdakwa menggesek-sesehhan alat konal g be i
sela pahn serta kemaluan saksi ULFATUS ZAKIYAL hiangaa merschikn air oy
(sperma) lalu setelab selesai terdakwa mengajak saksi ULFATUS ZA808 anp b sy
untuk kencing dac setelah itu saksi ULFATUS AAKIYAH pulann dan pedeigm ool i
alas sehelurmuya juga sudah pemah dilakukan terdakwa, padi han, tenpeal dan bl lupan 123
masih tennazuk dolam tahun 2005 tepatnva kera-kira 2 {dua) bulup v Jaln jues LA T i
sama '

Dengan ferpenuhi scraua unsur diatas maka rerbukti selurub unsur pasal vang kasn Gakwakon gl
dukwan kesaty subsidmr vaity pasal 82 UL Ne 23 tahun 2002, dan pasal dalem edakwany benkulays ks
angean tidak peclu wituk kani buktikan.

Setelah semwa waser dokves - terprenuhi dan selama dalam persidangan fidak ditemuokan alan, T
pemaaf dan alasan penibenw terhadap pecbvaan terdakwn, maka sudah sepatumyalaly lerhadap ';m::,k“”
dijatubi hukwman yang sctimpa® dengan pecbuatanmyn,

Sebelum kanst mengajukan Tuntutan Pidara, beberapa hal yang dijadikan pertinibangan antac L -

Hal-hal yang memberatkan - :
= Perbuatan terdukova sanpat tidak baomaral yang dapat merusak masa depan orang lain

- Perhuatan terdahwa sangal mieresabikan masyarmiae,

Hat-hal yana mennsankan -

Terdakwa sopan dipessidongan

Terdakwa imengala! terus terang dan metiyesalt perusiannya serta tedak pernad dilin o

Berdaseckan penimbangan diatas, kami Jnksa pada Rejaksaon Negeni Janber v il sl
Penuniat Umare dalam perkara g, dengan memperhatisan Letenan Uandang-Unding b }.u.:---
lersanghkuotan.
MENUNTUT
Agar supays hMajels Hakine Penpadilan Negeri Jember yaig memenbss din mengediti pedoe oo
memutuska ‘

I Menyatakan (srdakwa SURL 2l P KIPTIYAH bino PATL tevbuke bersalah melakabkan tndak nicin
Dengan ssigaja melakukan kekerasan atau ancaman kekernsan, memaksa, melakukan tip mesiilo
seranpkaian kebohonpan, atau membujuk anak untuk nelakukan arau wembiarkan Jdilakokan peiuaia:
cabul, sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU No 23 tahun 2002,

2. Menjatul ksnl;{_ pidana terhadap terdakwa SURLal P. KIPTIY AL bint PATE deagan pudami v
sclama =1, Et':?."a. 0% dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan,

3. Menetapkan terdakwa SURI al. P, KIPTIYAH bimi PATL untik membavar dendn scheny
?"?Ef‘ﬂ‘{'h SV subsidinir ."é-}.(:i!'f.r'.‘fj‘: ,} ceevecccbudan Kuvangan

4. Menyatakun barang bukti herapa | isatu} potong baju rok wama g nuda dan | fsatu) Jikei o
celana dalam wami hijau muda, agar dikembalikan pada peomilikngs yakei sobsi a0
ZARIYAH sedungkan | (satu) botol hembodi lion emeran, apar dirempas untuk dimusnahikan

3. Menetapkan azae terdakwa SURT al. P KIPTIVAH binti PATI dibieban Mo bimvg st oo
sebesar Rp, 1000 - {sexibu rupiah),

Demikian Tuntuien Pidana ini kami Sacakar dan diseralbon dipersicangan paela Lan i B taa
tanggal Sk APALY opog -

JAKSA PEMUNTU G S
,:-J"T | i, 'I"\
{I._ llll.JJ' l‘ly'r\_,-'l""'.\ b
WILHELAMINA MANUG 1 S51 |

Ajun daksa Nip, 23002037,
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PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 2683 FID. B/ 2u06 /PH.:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MATIA E8A

Maijelis [{akim Pengadilar, Neged Jember vang memeriksa dan menaadili periara- e '\ R e T

dalem Pengadilan Timghat pertama dengan acara pemeriksaan Biaza Singiat lelah menjoo sl

sl I||,||,._IH.- i

schogai berikut delam perkova terdakwa :
Namalengkap: SURJ_al,P. SIRTIYOH TJempatLahir; Jewmber, l'.nur.ucl.
Lakir ¢ 37 ahiin __+ enis Kelamin :  Laki-laki Pu..l.r?.l}‘lrﬁu 2 Sebang e,
_'nr'-unesm ==z Temput']’mggal Dsﬂ.EudaHQpinanq,"rr_...r|r1 PR [
ebyJembe r L Agama: Islam JPekedaan:  Tani.

Terdakwa tickik dMafwen / ditahan dalam RUTAN sejak Tanggal: 27 Nestmi. Ui

Terdakwa didaliwa melakulan perbuatan pidana sebagaimana dialur f;ns- Grseean pickina

dalainpasal: _ 02 uY,Nn,23 tahuin 2002 ;

Majelis Hakirn Pengadilan Megeri tersebut: :
Teiuh memhaza Berkas nerkara dari Penyidik, telah mendengar pembacaan surar dafuszn ©da

mvaar Jari

Foruntud Umuin, imendengar keterangan saksi-saksi, heterangan terdatowa, melihat e J v barang bt
seria mendengar Tuntutar pidana Penuntut Umum dan jrembelaan dari Terdzkwa | Penasehal Hulkamnga,

Meninibang dan sebagainya :

Mergingat pasdl : 82 UU No,23 Th,2002 KUHB serla paral-pasal daii Lndengundeng

Nomor: 8 tahur 1981 (KUHAF) : [

MENGADILI

MEI'IL':? altan terdakwa ; SURT al 3 P.KIBTIYAH tE"“'-E'.:ILut terbuileti secara s o reuaky ki

nersalah melakukan tindak pidana : " SERBUATAN CABUL " ; iodisar

Menjamhllan pll’jﬂ"la kepada terdalwa : = BHAT al, v TR B T 1 T

Larenanya dengan pidana penjare/ Mirrdngen selama; 3 I;__{';:'-.__E-‘__:f__ i " !
---==:-BmﬁrFaFnﬂdEﬁma*Lbc’sarT[J [.1[] 81N FI']EI

rh .-.'-.Tf::__:'_.___';h—'—rdb"rln 3 1tlﬂ"!:| bulan.
+ x « x Menutnphany babwapidaredtulidek parledijplarkandesvalieprbirdiburudi 0
LT AT Batusan Bk Gleh fargna lordebtil Sebelum habistiang perocbamaiinn.
F ATE

ey ok bulan velaben gl kiken pecbuaton pidana gang dapal dijatubipidona ;

Menetaphan, bahwa waktu selama terdakwa verada dalam tahanan sebelum pulcear e npinye:

Lekuatan hukum telap akae dikmangkan sepenubinya dar lamanya pidana tersebut
Memeiniahbkan supaya terdakwa tetap ditahan / dikelworkaredaritabaonn tditanan -
Menetaplanbatangbukiberupa: 1 poturyg Rok warna ___I_Qiﬂ_lgg-l ;

~nlana dalam warna hijau dikembalikan padn nibesd ULEETE

i ferr.pasunhnkﬂgmﬁdmumﬂhkun Ny
Membehankan Biauz dalam perkaraini kepada Terdakwa sebesar Rp. €. 11 1. 70

thvemtrallmﬂ.nmrhm 1 botol henbody lian ems 0 Pl __::E'{}'.".‘Fl e dlan. sictang felnsai ¢

Demikian diputusivan dalem rapal permusyawaratan Maielis Flakim Pengard: fary Mecern denhn

radahan:  KAMLIS - Tanggal: 11 Mei 2004 2 c'.f_ngn.r.______ st _
1. = sebagai agai Hakim Ketua _ H. MUSTHDE?S, GH . den
Lon W A J 1, SH__ _ masing masing sebagai Hakim Angiota dd" A e s s putisan
erechut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua torsebut denpan | lalim Angein
dlontin nelihadii oleh H MmUsT: ‘iﬂFf-‘- SH dan pauwndl Ly h _masing s '.5 s
Hakim Arggota dengan d Thadiri oleh : _WILHELMLNA I, GH U0 U Bl Ui
rin] 5uJ0s0 PaniteraPenggant, seﬂatr:rdaﬁwadenﬂgm anzsenan tiubune
Halu i £ [y Hakin Ke8
Halimr-hakig Arnogel 1 akia A
S -17*:7#_“—'-&_"
N I.f \‘-\-;.—— 5 : T -___‘,l Il—- — I._
3 H. '1‘1115"1'11 e i Jh ATy 4 il I L R T i
A P e R
= =%

e 2T
H WwaAadJl i

4 : = Paniter (Fp_ngﬂérh
THY )&];-U’Jf)*n.

B |
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Pars ifart 3 w88Lls, trongoal: 11 Mel 2000

Paevdakwa menyatalkan manecime putusan ;7 75w

B Fact o BARTS, Larngals 11 Mal 2DR2G.

Voangntun lnacnn menyatalkan menssima pultisran
R L U 3 L..'||"‘2_:.r_|.=|.1 T Pimgy ___-l—_lib
binar petivan putusan ind dissmpalilkan ke nada terdikan,

dvauntul dmum/Penyid ik atas permintaannyo;
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ua,
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Perkara Pidana Nomor: 269/Pid B/2006/PN.JIr)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

e Pengadilan Negen Jember dalam memeriksa perkara-perkara Pidana—-—----

Biasa ditingkat Pertama, telah menjatuhkan keputusan, berikut dalam perkara-——----

terdakwa atau para terdakwa:--- - e ——— -

1. Nama : Suri al.P.Kiptivah Binti Pati;
Tempat Lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebanpgsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dan. Gudang Pinang, Ds. Arjasa, Kec. Sukowono
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Ditahan Sejak : 27 Desember 2005

--------Pengadilan Negeri tersebut-—--—--eaeeeaee e

---——---Telah membaca----=--=----- - e —

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jember Tanggal 7 Maret 2006
nomor B-29/0.5.12/Ep.1/03/2006 terdaflar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jember pada tanggal 7 Maret 2006 nomor; 269/Pid. B/2006/PN Jr--—--==eemmnmmmme-

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember tanggal 7 Maret 2006 Nomor
269/Pid B/2006/PN Jr tentang Penunjukan Majelis Hakim--------—-—————eree

3. Surat Penetapan Sidang tanggal 16 Maret 2006 Nomor 269/Pid B/2006/PN Jr—--

----Telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa---——--—-eceeammmmmmmmmme e
----Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntit Umum vang pada pokoknya
berkesimpulan bahwa terdakwa/ para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan
perbuatan sebagaimana diatur dan diancm dengan hukuman pasal 81, 82 UUNo.23
Tahun 2002 dan pasal 287 (1) KUHP dan 290 (2) KUHP, dan dijatuhi pidana selama 4
(empat) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Barang bukti
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berupa 1 (satu) potong baju/ rok wama hijau muda dan 1 (satu) potong cclana dalam
warna hijau muda, agar dikembalikan pada pemiliknya yakni saksi ULFATUS
ZAKIYAH sedangkan 1 (satu) botol handbody Lion emeron, agar dirampas untuk
dimusnahkan, Serta menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1000, - (seribu rupiah)--------

-Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa yang
pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang

didakwakan dan mohon Keringanan -=-------—--------o—cuoueee- 2

----Telah mendengar Replik dari Jaksa dan Duplik dar Terdakwa atau Penaschat

Hukum yang masing-masing tetap pada pendiriannya,-----------

----Menimbang, bahwa terdakwa atau terdakwa-terdakwa terscbut dizjukan dalam
persidangan ini atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa
tanggal 6 Maret 20006. -— -
----Menimbang, bahwa telah didengar/ dibacakan keterangan saksi-saksi/ ahli dibawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi Ulfatus Zakiyah

2, Saksi Siti Buyat

3. Saksi Junaidi

4. Saksi Satun

--—-Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa 1
(satu) potong baju/ rok warna hijau muda, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau
muda dan 1 (satu) botol handbody Lion Emeron telah dibenarkan oleh para saksi dan

terdakwa-terdakwa---—---—- e

-—-Menimbang, bahwa berdasar atas keterangan saksi yang masing-masing
berhubungan satu sama lainnya/ serta adanya barang bukti yang dikenal saksi dan
terdakwa dan sehubungan pula dengan keterangan terdakwa/ terdakwa-terdakwa yang
membenarkan Kketerangan saksi tersebut diatas, Majelis berpendapat, telah terbukti
dengan sah menurut hukum dan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan

sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 dan Pasal-pasal dan

.
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Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 (KUHAP) dan oleh karenanya harus dijatubi

hukuman, -

dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang, merngankan

terdakwa.- --- -

Yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat tidak bermoral yang dapat merusak masa depan orang lain
2. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dipersidangan,

2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

3. Belum pernah dihukum.

----Menimbang, bahwa oleh karcna terdakwa telah berada dalam tahanan sementara
sebelum putusan ini dijatuhkan maka majelis dalam menjatubkan putusannya akan

mempergunakan ketentuan pasal 33 KUHP. mmmm e e e e e e

-—-Menimbang, oleh karena terdakwa telah dinyatakan beralasan dan harus dijatuhi
hukuman maka terdakwa/ terdakwa-terdakwa tersebut harus pula dilukum untuk
membayar biaya perkara dan karena terdakwa telah dmyatakan tidak mampu, maka

biaya perkara dibebankan pada negara. S .

-—-Mengingal Pasal-pasal 81 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 dan Pasal 82 UU No 23
tahun 2002. e e e e L

MENGADILI
—Menyatakan terdakwa/ terdakwa-terdakwa Suri al.P.Kiptiyah Binti Pati tersebut,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan: perbuatan cabul ----
—---Menghukum oleh karenanya dengan pidana penjara / kurungan / denda selama 3
(tiga) Lahun_ 3 (tiga) bulan, atau scbesar Rp 60.000.000.- dengan ketentuan bahwa
selama terdakwa/terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan
seluruhnya dari hukuman tersebut - -—-- o

----Menetapkan terdakwa/ terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan

barang bukti berupa 1 (satu) potong baju/ rok wama hijau muda, 1 (sata) potong celana
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dalam warna hijau muda dikembalikan kepada saksi Ulfatus Zakiyah dan 1 (satu) botol

handbody Lion Emeron dirampas untuk dimusnahkan, menghukum terdakwa untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah). e
-—--Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis
tanggal 11 Mei 2006 yang dihadiri oleh MUJAHRI, 8.H. sebagai Hakim Ketua dengan
Hakim-hakim anggota H MUSTHOFA, S H. dan NAWAIJL S.H.--- --

----Putusan tersebut dibacakan pada hari kamis tanggal 11 Mei 2006 dalam persidangan
vang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh MUJAHRI, S.H. sebagai Hakim Ketua
dengan Hakim-hakim anggota H. MUSTHOFA, SH. dan NAWAIJI, SH. Panitera
Pengganti TRI SUJOSO. Jaksa Penuntut Umum WILHELMINA. M, S, H -cermsmemneev
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